
SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOM:OR 500.6.1/328 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN PEKALONGAN

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang

Mengingat

a. bah・wa dalarrl rangka rIIcnjarnin tcrscdianya lahan

pertanian pangan berkelan』utan serta rncnjaga
produktivitas   pertania:n   dan   pelestarian
lingkungan, perlu perlindungan lahan pertanian
pangan;
b. bahwa dengan  tettadinya  alih  fungsi  lahan
pettanian mettadi lahan bukan pertanian pada
kaWaSan peFtanian pangan berkelanJt■tan, perlu
dilakukan  pcrlindungan  tcrhadap  kalwasan
pcrtanian pangan bcrkcla]η utan di I(abupatcn
Pekalongan;
c. ba_1lwa berdasarkan Keputusain E)irektur Jeinderal
Prasarana  dan   Sarana  Pertanian  Nolllor
14/kpts/SR.020/B/01/2022  tentallg  Petur〕 juk

Tcknis   Rckonlcndasi   Pcrlindungan  Lahan
Pertanian Pangan iBerkelanJutan,Lahan Pertanian
Pangan BerkelanJutan ditetapkan oleh Bupati;

d. bah、″a berdasarkan pertirnbangan sebagailnana
dirnaksud dalanl hunlf a, huruf b, dan huruf c,
pedu inenetapkan Kcputusan Bupati tentang
Penetaparl Lahan Pertania_n Parlgal■ BerkelarlJutan

di Kabupaten Pekalongan;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten daiam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 42),
sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Daiam
Lingkungan Propinsi Jawa" Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun i965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757\;



2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2OOg tentang
Periindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,

Tambahan Lernbaran Negara Repr-blik Indonesia
Nomor 7 153);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Sistem Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2OL,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6412lr sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2A23 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6O42j;
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Memperhatikan

Menetapkan:
KESATU :

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2}ll
tentang Penetapan dan Aiih Fungsi Lahan
pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Ind"onesia Tahun 20Ll Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5185);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor

163);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

07 lPerrnentan f OT .AA I 2 I 2Ol2 tentang Pedoman

Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan,
dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 2O5);

g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8
Tahun 2A24 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3

Tahun 2O2O tentang Rencana Tata Ruang Wiiayah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2O2A-2O44;

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 6734 ISK-
PG.O3.O3 /XII|2A25 tentang Penetapan Luas Lahan
Baku Sawah Parsial di Fulau Jawa Tahun 2O25;

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasionai Nomor
B /PP.O4.O3 / 13L /I / 2A26 tertanggal 30 Januari
2A26 perihal Tindak Lanjut Pengendalian Alih
Fungsi Lahan Sawah;

1.

2.

MEMUTUSKAN:

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten
Pekalongan seluas 17.26L,97 Ha (tujuh belas ribu dua
ratus enam puluh satu koma sembilan tujuh hektar).

Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagairnana
dimaksud daiam Diktum KESATU sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA
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KEDUA

KETIGA

Lahan Pertanian Pangan BerkelanJutan sebagallnana
diFnakSud dalalrl Diktur1l KESATU dapat berubah atau
beralih fヽ■ngsi dari lahan pertanian pangan inel可 adi lahan

non pertanian apab量 a diperlukan untl■ k proyck strategis

naSiOnal, prOyek StrategiS daCrah, dan/atau penggunaan
arca publik penting lainrlya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang― undangan.

Kcputusan Bupati ini lnulai bcdaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggai 23 September 2026

Plt.BUPATI PEKALONGAN,

TTD

SUKIRIVIAN

Tembusan; disampaikan kepada, Yth. :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Gubernur Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Tata Ruang

Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa

Tengah;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Pekaiongan;
1O. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten

Pekalongan;
1 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Pekalongan;
12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM:
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

RO,S.H。 ,:M]Ⅵ :

Pernbirra
NIP.19750503201001 1001
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Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan
Nomor : 50O.6.11328 Tahun 2A26
Tanggal : 23 SePtembet 2A26

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN PEKALONGAN

Plt.BUPATI PEKALONGAN,

TTD

SUKIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
PLT.KEPALA BAGIAN HUKUM:
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

RO,S.H.,MMi
Pembina
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